
BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR f TAHUN2018

TENTANG

PERLIi\iDU}iGAii DAN PEMtsERDA'1AAI{ PASAR RAift,aT
SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN

Nlenimbang:

Ivlengingat :

iJirf'i GAN iiAHIviAi 'i'UHAi.i l?NG iviAHA ESA

BUPATI MOROWALi,

a. ba-hwa dengan berkembangnya usaha perdagangan eceran
delern skela kecil Can r:lenengah, serta usala per.dagangan
eceran modern dalam skala besar, mal<a Pasar Ralgiat perlu
dilindungi dan diberdayakan, sedangkan Pasar Modern
periu <iiiata dan ciikendalikan agar dapat trrmbuh darr
berkembang, serasi, saling memerlukan, saling

' memperkuat serta saling menguntungkan;
b. bahwa .untuk menjaga hubungan yang saling

menguntungkan antara pemasok barang dengal Toko
Modern serta pengembangan kemitraan dengan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah sehingga tercipta tertib
persaingarr. cian keseirnbangan kepentingan produsen,
naaaca'!: tal-a malam '{-- l.a--' '---.

c. bahwa untuk melakukarr perlindungan dan pemberdayaan
Pasar Ra\rat serta penataan dan pengendalian Pasar
iviodern, Pemerintah Daerah memeriukan lanciasan hui<um
berupa Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pe:'lindungan dan Pemberdayaan
Pasar Rahuat Serta Penataan 'dan Pengendalian Pasar
Modern.

1. Pasa-I 18 ayat (6) Undang-Undarg Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang lrlomor 51 Tahun 1999, tentang
Pembentukan Kabupatea Buol, F,abupaten L{crorvali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Repubiik
.Indonesia Tahun 1999 Nomor 779, Tarnbahal Lembaran
i.[egara Repubiik Incionesia Nomor 3900) sebagairnana teiah
diubah dengan Undang:Undarlg Nomor 11 Tahun 2OO0
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali dan I(abupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7a,



Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor
3e66);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OOE tentang Usaha
L{ii<rc, Kecil d.a:r Menengah (Lembara:l Negara Prepublik
Indonesia Tahun 2008 Nornor 93, Tarnbahan Lembaran
Negara Repubiik lndonesia Nomor 4866i;

4. Unciang-Unriang Nomor 23 tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimala telah
beberapa kali diubah, teraldrir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaha-n Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
r-,.1^---:^ 'n^L.,- on 1< \r^-^- <a ,T^.-L^L^- T -*L^-^-
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 2O Talmn 2012
rentang Pengeiolaan rian Pemberciayaan Pasar Trariisional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7O/M-
DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PE,R/9/2OL4
tentang perubahan atas Peraturan ivienteri Perdagangan
r\Y^*^- .7n /t/rh^/1 /nE\D,/1.1 /on ic l)-,l^-^-rrvrrrvr t wl !t!t)r'r\) I i L,\l Lz.l z\tLo L\-rrrd.rrB
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanj aan dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII.AN RAI*-AT DAERAH KABUPATEN iviOROWALi

dan

]JUTAII IVIUJ(U WALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAFI TENTAI'IG PERLII'IDUNGAN DAN
PEI.{BtrRDAY}-^^N PASAR R,q,KYAT SERTA PENAT}-A.I! DA]TI

PENGENDALIAN PASAR MODERN

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksuci dengan :

1 . Daerah adalah Kabupaten l,{cro"r'a1i.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unstlr penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin peiaksanaan tlrusan pemerintahan
yang menjacii kewenangan ciaerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Morowali.



4. Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat pD adarah unsur pembantu
kepala daearah dan DpRD dalam penyeienggaraan urusan pernerintahan
yang menjadi kewenalgan Daerah.

5. Pasar Ra-kyat edelah pasar dengan !.okasi ter.ap yang berupa se.iumrah
toko, kios, los, dan- b.:1*t lainnya dengan pengelolaan teitentu yang
menjadi tempat jual beli dengan proses tawar - menawar, yang d.ibangui
dan dikeioia oieh Pemerintah Daerah, Swasta, dan Badal fJsaira IvtiUt<
Daerah berupa toko, kios, 1os dan tenda ],ang dimiliki/ dikelola oleh
pedagalg kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan
proses jual beli barang dagangan melalui talrar-menawar.

6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yarrg selanjutnya disingkat UMKM
adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OOg
tentang Usaha Mii<ro, Kecil dan IVlenengah.

7. Pasar tr{oCern adalah area tempat jual. beli bar-ang Cagangan dengan
harga yang pasti, terdiri dari pusat perbelanjaan dan toko modirn.

8. Pusat Perbelanjaal adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau
beberapa bangunan yang ciidirikan secara verijkai maupun horizontai,
yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri
untuk meiakukan kegiatan perdagangan barang, antara lain berupa
Pertokoan dan Pusat Perdagangan.

9. Toko Modern adalah toko dengan sistem peiaya_nan mandiri, menjual
berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket,
Supermarket ataupun grosir.

1O. iviinimarket adalah toko mociern yang menjual secara eceran barang
konsumsi ter-utairia produk makana:l dan prcduk rurnah tangga lainny-a
dengan luas lantai sampai dengan 400 M2.

11. Supermarket adalah toko modern yang rnenjual secara eceran barang
konsumsi terLttarna produk makanan dan prociuk rumah iangga lainnya
dengan luas lantai 4OO M2 sampai dengan 5.OOO M2.

12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung
maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan,
memperca5iai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku
Usaha Mikro, Keci1, dan Menengah dengan Usaha Besar.

13. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Ralryat yang selanjutnya disingkat ruVzl,
izin Usaha Pusat Ferbelanjaan yang selanjutnya disingkat iUFP dan Izin
Usaha Tcko MoCern yang selsnjur.nira disingl:at IUTI{ aCa.lah izin untuk
dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Ral1yat, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

14. Surat Permohonan adaiah surat permini:aan penerbitan lzin Usaha
Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dal Izin
Usaha Toko Modern.

15. Perlindungan adala.Il upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar
Rakyat, Usaha Mikro Kecil, dan ivienengah dari persaingan yang tidak
sehat dengar-r Pusat Perbelar:jaan dan Toko i"lodern, sehingga keberadaan
Pasar Ralyat dan Usaha Mikro I(ecil, dan Menengah tetap eksis dan
mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai lavaknya suatu usaha.

16. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah da-1am melindungi
Pasar Ralqrat, usaha mikro keci1, menengah dan koperasi agar tetap eksis
dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas
baik dari aspek manajemen dan fisik/ tempat agar dapat bersinergi
dengan Pusat perbeianjaan dan Toko Modern.

17. Penataan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk
mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Ra\rat, Pusat



Perbelaljaan dan Toko Modern disuatu lokasi agar masing-rnasing
berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling
memperkuat.

18. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya
disingkai" IUPP adalah izin usaha yalg Ciberikan kepada setiap orang
atau badan usaha swasta yang melakukan kegiatan Usaha Pusat
Perbelanjaan.

79. lzin Usaha Toko lviodern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin
usaha yang diberikan kepada setiap orang atau badari usaha swasta
yang a-kan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern.

20. Revitalisasi Pasar Tradisionai adalah proses rehabilitasi atau peremajaan
bangunan pasar.

21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS
adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Morowali yang diberi \x/e-vr/enang khusus oleh Undang-Undang
untuk melakukan penyidikan terhadap oeianggaran Peraturan Daerah
yang memuat ketentuan pidana.

22. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Ralqyat yang selanjutnya disingkat IUP2T
adalah izin usaha yang diberikan kepada setiap orang atau badan usaha
swasta yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Ralryat-

23. Surat Izin Usaha Perdagalgan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalalt
Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

BAB II
KLASIFIKASI DAN KzuTERIA

Bagian Kesatu
Pasar Rakyat

Pasal 2

(1) Pasar Rallvat terdiri dari toko, kios, los, dan/ atau tenda.
(2) Toko, kios, los, dan/tenda yang berada dalam pasar rakyat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1i ciikeiola oleh peciagang kecil dan menengah,
sr';aCaya masyarakat dan a'.au koperasi.

Pasal 3

pasar Rallyat dapat ditata, dibangun, dall dan/atau dikelola oleh pemerintah
pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, koperasi, dan/ atau
swasta.

Pasal 4

(1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yaitu :

^ E^-^# D^1^'a+ +i-a A.rL.l6Jqr !rl/! . r,

b. Pasar Ralryat tiPe B;
c. Pasar Rai<yat tiPe C; dan
<i. Pasar Rairyat dpe D.

(2) Pasar natyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
' merupakan pasar ralqrat dengan operasional pasar harian' jumlah

kapasitas p"d-agu.rrg paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/ atau luas
lahan paling sedikit 5.Ooo m2 (lima ribu meter persegi).



(3) Pasar Ralryat tipe B sebagajmana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan pasar raiqyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga)
hari dalam I (satu) minggu, jumlah kapasitas peciagarg plling sedikit 275
(dua ratus tujuh puluh lina) orang, dan,/ atau luas lahan pi.ring sedikit
4.O00 m2 (empat ribu meter persegi)

(4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana d,imaksud. pada ayat (1) huruf c
merupakan pasar rai<yat ciengan operasional pasar paiing sedikit 2 iciua)kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang pating sedikit zoci
(dua ratus) orang, dan/atau iuas iahan paling sedikit 3.000 m2 (tiga ribu
meter persegi).

(5) Pasar Rai<yat tipe D sebagaimana dimaksud pada a1,at (1) hur-uf d
merupakan oasar rak-vat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagarg paling sedikit 10O
(seratus) orang, dan/ atau iuas lahan paling sedikit 2.000 m2 (ciua ribu
--+-- -^---;\riru L(?1 Plr oesrr.

(

Bagian Kedua
Pasar Modern

Pasal 5

(i) Jenis Pasar Mociern terdiri <iari:
^ Bi r-^+ ---l--l^-:^^-. l^-

rur r.'\wrc.: rJ 4cur., uarl
b. Toko modern.

(2) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
atas:
a. Pertokoan; dan
b. Pusat Perdagangan.

3) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
^ 1\ /t: -: - ^ -'l --+. ,l^-uL, \rcur
b. Supermarket;

BAB ili
PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada Pasar
Rakyat dan pelaku usaha di dalamnya.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukan <ialam
L--+,,1..

a. membatasi jumlah dan mengatur jarak antara Pasar Ralqyat dengan
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

b. menentrrkan lokasi usaha yang strategis dan menguntrrngkan Pasar
Ralyat;

c. memfasilitasi kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai
lahan pasar yang ditempati;

d. mengatur mengenai mekanisme pelayanan pada Pasar Ralryat; dan
e. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang

Pasar Ralyat yang telah ada sebelum dilakukan revitalisasi atau
relokasi Pasar Rakyat.



BAB IV
PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis peiaksanaan Pemberdayaan pasar
Rakyat akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAI} V
PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan penataan dal pengendalian pertumbuhan
Pasar MoCer-n bark berupa F.rsat Perbelanjaan rnaupun Tokc McCern.

Pasai 1O

(1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dal Toko Modern wajib mergacu
pada RIRW, RDTR termasuk Peraturan Zonasinya.

(2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wqiib:
a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan

Pasar Rakyat, Koperasi dan UMKM di wiiayah yang bersangkutan yang
meliputi:
i. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
O r:^-l-^+ ^--,1^-^+^- -l-^-^.-; nr-al^ ta^dd--2. 

'lrt;rrcr Pvrrq4r,q!4r
3. kepadatan penduduk;
4. perturnbuhan penduduk;
5. kemitraan ciengan Koperasi cian UMKIvi iokal;
6. penyerapan tenaga kerja lokal;
7. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Ralryat sebagai sa.rana bag

Koperasi dan UMKM lokal;
8. keberadaan fasilitas sosiai dan fasili*.as umum yang sudah ada;
9. prakiraan dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak

antara Toko Modern dengan Pasar Ralqyat yang telal' ada
sebelumnya; dan

10. Tanggung jarvab sosial perusahaan (Corporate Sccial Respon sibilitg\.
b. memperhatikan jarak antara pasar moderen dengan Pasar Rallyat yang

teiah ada sebeiumnya;
c. menyeriiakan areai parkir paling sedikit seluas 100 m2 (enam puiuh

meter persegi) unh:k kebutuhan parkir kendaraan roda empat untuk

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaarr pedagang dan pelaku usaha
1,ang berada di dalan: Pasar Ralryat.

(2) Pemberdayaal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. melakukan pembinaan terhadap pedagang serta pelaku usaha yang
acia di dalam Pasar Rakyat;

b. meningkatl<an kualitas dan sarana pasar serta pelaku usaha yang ada
di dalam Pasar Ralqyat;

c. memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai
sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang pasar
Ralyat;

d. memfasilitasi sumber pendanaan untuk pemberdayaan pedagang dan
pelaku usaira di dalam Pasar Rakyat; dal

Pasal 8



setiap luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/ atau Toko
Modern, dan dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola
Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain; dan

d. rnenyedia-kan fasilitas yang menjamin Pusat perbelanjaan dan Toko
Modern yang bersih, sehat, aman, tertib dan rualg publik yang
rryaman.

(3) Prakiraan dampak posii:if dan negai:if sebagaimala ciimaksud pada ayat (2)
huruf a angka t harus mempertimbangkan:
a. iklim usaha yang sehat antara Pasar Modern dal Pasar Ralqyat;
b. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;
c. dukungan atau ketersediaan infrastrukf;r; dan
d. perkembangan pemukiman baru.

(4) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Ra\rat,
Koperasi dan UMKivI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
merupakan kajian yang d ilakukan cleh Per*einta-h. Daerah dan
badan/ lembaga independen yang berkompeten.

(5) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan dokumen
pelengkap yang iidak terpisahkan dengan syarar-syarat ciaiam mengajukan
Surat Permohonan:
a. lzin Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern; dan
b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.

(6) Penyediaan dan pengeiolaarl a-real parkir sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c dapat dilakukal berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat
Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.

Pasal 11

(1) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi
dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain rvajib memperhatikan:
a. kepadatan penduduk;
b. perkern bangan pemukiman baru;
c. aksesibiiitas wilayah atau arus la1u lintas;
d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan
e. keberadaan Pasar Ralqyat dan warung atau toko di wilayah sekitar yang

lebih kecil daripada Minimarket dimaksud.
(2) Minimarket dapat berlokasi pada setiap jar:ngan jalan, termasuk sistem

jaringan jalan lingkungan pada kawasan perumahan di dalam kota.
(3) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan

diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi
\r:-:-^-1-^I I;-^1.^-.1

Pasa-l 12

Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi
ketentuan rnengenai jaral< antar ternpat usaha pe:'dagengan sebagai berikut:
a. Pusat Perbelanjaan tidak boleh berjaral kurang dari 1.OO0 m (seribu

meter) dengan Pasar Rakyat;
b. Pusat Ferbelanjaan iidak boieh berjarak kurang dari 500 m (lima ratus

meter) dengan pusat perbelanjaan lainnya;
c. Toko Modern yang berstatus wara-laba danl atau berstatus cabang tidak

boleh berjarak kurang dari 1.500 m (seribu lima ratus meter) dengan Pasar
Rakyat dan/ atau toko rnodern lainnya;

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c
tidak berlaku bagi toko modern dan pusat perbelanjaan yang tidak
memitki jejaring dan/ atau waralaba.



Pasal 13

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Ivlodern adalah sebagai

a. Minimarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk
makanan dan produk rumah tangga lainnya;

b. Supermarket menjual secara ecerart barang konsumsi terui:ama prociuk
makanan dan produk rr.mah tangga lainnya;

c. Sistem penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah menjalin
kemitraan dengan Koperasi dan UMKM.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 14

Dalam rangka penyedlaan lapangan kerja dan pemberdayaan masvarakat
lokal, Minimarlet berstatus ..varafaba dan/ atau l\{inirnarl.-et berstatus cabang
wajib merekrut tenaga kerja lokal, dan menerapkan tanggung jawab sosial
perusahaan.

BAB VII
PERIZINAN PASAR RAI(YAT,

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagran Kesatu
Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 15

(1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang aka-n melakukan kegiatan
rrsahq rii hirlar..r Pasor Palz.'af rr/6iih r..c'1iilil.i IUP2T.vrs4lb r qs4 .\4u qL

(2) Permohonan IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
Bupati dengan diiarr-rpiri persyaratan sebagai berikut:
a. untuk Pasar Rallyat yang i-iciak terintegrasi dengan plr"ri psftgianjaan

atau bangunan iain:
1. copy Surat Izin Prinsip dari Bupati;
2. hasil ana.lisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi

dari instansi yang berw,enang;
3. copy Izin Lokasi apabila di atas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter

persegi);
4. copy Izin Klarifrkasi apabila di bawah 10.000 m2 (sepuiuh ribu

*-*-- ^----;\.rlauLer lJe^ oe6rr,

5. copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. copy Akta Pendirian Perusahaan dan/ atau perubaharrnya yang

teiah mendapat pengesahan dari pejabar yalg berwenang atau
didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon
merupakan badan hukum / badan usaha swasta; dan

7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi
ketentuan yang berlaku.

b. untuk Pasar Radvat yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau
bangunan lain :

1. hasil analisa kondisi sosial ekonorni masyaraka!
2. ccpy IUPP a*,au bangunan lainnya tempat berdirkrya Pasar Ralryat;
3. copy Akta Pendirian Perusahaan dan/ atau perubahannya yang

telah mendapat pengesaJran dari pejabat yang berwenarg atau



didaftarkan ke Instansi yarlg berwenang apabila pemohon
merupakan badan hukum /badan usaha swasta;

4. surat pernyzrtaan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi
ketentuan yang berlalc:; dan

5. rencana kernitraan dengan UMKM untuk pusat perbelanjaan.
(3) Permohonan IUP2T dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk Dokumen

Pengeiolaan Lingi<ungan, terutama aspek sosial buciaya dan dampaknya
bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

(41 IUY2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oieh Bupati.
(5) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan IUp2T kepada perangkat

Daerah yang bertanggung jarvab dibidang peiztnan.

Pasal 16

Setiap penregang IUP2T wajib melaporkan kepada Bupati terhadap:
a. kegiatan usahanl,a setiap 6 (enam) bulan sekali, n:eliputi:

1. jumlah gerai yang dimiliki;
2. omset penjualan seluruh gerai;
3. jumlah UIviKIvi yang bermiLra. dan poia kemitraarrnya; dan
a. jumlah tenaga keda yang terserap.

b. setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 3O
(tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan

Bagran Kedua
Izin Usaha Pusat Perbelalj aan

Pasai 17

(1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang akan mela-kukan kegiatan
,,--L^ li ki,{^-- D--}^l-^^- ^}^rr Dri-^+ D--l^^^---6,.,^::r. 
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(2) Permohonan IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
a. hasil analisa kondisi sosiai ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari

Instansi yang berwenang;
b. copy Surat lzin Prinsip dari Bupati;
c. copy Izin Lokasi apabila di atas 1O.OO0 m2 (sepuluh ribu meter

persegi);
d. copy Izin Klarifikasi apabila di bawah 10.000 m2 (sepuluh ribu meter

persegi);
e. copy IIviB;
f. copy Ak'..a PenCirian Perusahaan Can/ atau perubahannya yang telah

mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan
ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan
hukum/ badan usaha;

g. renc€rna kemitraan dengan Koperasi dan UMKM; dan
h. surat perrryataan kesanggupan melaksalakan dan mematuhi

ketentuan yang berlaku.
(3) Permohonan IUPP dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk Dokumen

Pengeiolaan Lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampal<nya
bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

(4) IUPP sebagaimana ciimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh tsupati.
(5) Bupati melimpahkan ker;;enangan penerbitan IUPP kepad.a Perangkat

Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perizinan.



Pasal 18

Setiap pemegang IUPP wajib melaporkan kepada Bupati terhadap:
a. kegiatan usahani,a setiap 5 {enarn) bula:r sekali, meliputi:

1. jumlah gerai yang dimiliki;
2. omset penjualan seluruh gerai;
3. jumiah UiviKIvI yang bermitra dan pola kemiiraannya; dal
a. jumlah tenaga kerja yang terserap.

b. setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Toko Modern

Pasal 19

(1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang akan meiakukan kegiatan
rrcalra di hirtancr Tnlzn \i(ndarn u'aiih marmiliLi II ITI\/

(2) Permohonan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
Bupati dengal dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a. untuk Toko iviociern yang tidak terintegrasi ciengan Pusat Ferbelanjaan
atau bangunan iain:
1 . hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi

dari Instansi yang berwenang;
2. copy surat izin prinsip dari Bupati;
3. copy izin Lokasi apabila di atas 10.000 m2 (seouiuh ribu meter

persegi);
4. copy Izin Klarifrkasi apabila di bawah 1O.O0O m2 (sepuluh ribu

--+-- ------:\.rrr\-LUr Pur. su5r.r,
5. copy IMB;
6. copy Akta Pendirian Perusahaan danf atau perubahannya yang

teiah mendapat pengesahan ciari pejabat ya:rg berwenang atau
didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon
merupakan badan hukuml badan usaha;

7. retcana kemitraan dengan Koperasi dan UMKM; dan
8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan memaf.:hi

ketentuan vang beriaku.
b. untuk Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaal atau

bangunan lain:
1 . hasil analisis kondisi scsial ekoncmi masyara-kat;
2. foto kopi IUPP atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko

Modern;
3. foto kopi Akta Penciirian Perusahaan dan/ atau perubahannya yang

telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau
dida-ftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon
merupakan badan hukum/ badan usaha;

4. rencana kemitraan dengan UiVIKI\{ untuk Pusat Perbelanjaan; dan
5. surat pernyataan kesanggupan meiaksanakan dan mematuhi

ketentuan yang berlaku.
(3) Permohonan IUTivi dilengkapi ciengan studi kelayakal termasuk Dolmmen

Pengelolaan Lrngkunga-n, teruta-rna aspek sosial buCaS'a Can dampa^Ls:,ya
bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

(4) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
(5) Bupad meiimpahkan kewenangan penerbiian IUTM kepada Perangkat

Daerah 5rang bertanggung j awab di bidang Perizinan.



(6'l Dikecualikan dari keharusan membuat studi kelayakan termasuk
Dokumen Pengelolaan Lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan
dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat adalah permohonan
IUTL{ bagi Minirnarket.

Pasal 2O

Setiaa pemegalg IUTM wajib melaporkan kepada Bupati terhadap:
a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:

1. jumiah gerai yang dimiliki;
2. omset penjualan seluruh gera-i;
3. jumlah Kooerasi dan UMKM yang bermitra dan poia kemitraannya: dan
4. jumlah tenaga kerja yang terserap.

b. seliap perubahan yang terkait <iengan perusahaannya paling lambat gO

{tiga puluh) ha:: terhitung sejak terjadinya perubahan.
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan akan diatur dengan peraturan

Bupati.

Bagial Keempat
Jangka Waktu Penyelesaian dan

Masa Berlaku IUP2T, IUPP dan IUTM

Pasal 21

(1i IUP2T, IUPP, dan IUTIvI dikeluarkan paling lambat 5 (Iima) hari kerja sejak
permohonan d.iterina dengan lengkap dan benar.

(2) Pengelola Pasar Ralqyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah
memperoleh IUP2T, IUPP, dan IUTM tidak diwajibkan memperoletr Sr.:.rat
lzin Usaha Perciagalgan (SIUP).

Pasal.22

(1) IUP2T berlatr<u selama masih menjalankan usaha pada lokasi yang sama
dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

(2) IUPP, dan IUTM berlaku selama masih menjalankan usaha pada lokasi
yang sarna cian wajib melakukan ciaftar ulang setiap 3 (dga) tahun.

/e\ u-+--i,,^- l-l-:L I^-:,,+ 
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IUY2T,IUPP, dan IUTM diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEMITRAAN USAHA DAN KERJA SAMA

Pasa-1 23

(1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Koperasi dan UMKM
Cengan Super=:arket, Can mi:eima:'ket, dapat dilakukan dalam bentuk
kerjasama pemasaran, kerjasama penyediaan lokasi usaha, atau
kerjasama penerimaan pasokan.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksuci pada ayat (1) ciibuat dalam bentuk
perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan Hukurn Indonesia,
didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang paling kurang
memuat:
a. subjek perjanjian;
b. objek peq'anjian;
c. hak dan kewajiban kedua belah pihak; dan
d. cara dan tempat penyelesaian perselisihan.



(3) Pengaturan mengenai syarat-svarat vang dituangkan dalam perjanjian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan,
transparan, dan saling menguntungkan dengan tetap berpedomal pada
prinsip-prinsip kebebasan ber.kcntrak.

Pasal 24

(1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (ll
dapat dilakukan dalam bentuk :

a. memasarkan barang produksi Koperasi dan UMKM yang dikemas atau
dikemas ulang dengan merk pemilik barang, Toko Modern atau merk
lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang;
atau

b. memasarkan produk hasii Koperasi <ian UMKM meialui etalase atau
^,,+l-+ l^*: ,T^l-^ l\/I^l -*

(2) Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi
baik untuk produk baru rnaupr:n untuk prodr,rk larna rrntuk jangka waktu
yang telah disepakati.

(3) Toko Modern, termasuk pengelola jaringan minimarket dapat
menggunakarl merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi
Koperasi dan UMKM.

(4) Penggunaan merk Toko lvlodern sebagaima:ia dimaksud pada ayat (3)
mengutamakan jenis barang yang dioroduksi di Indonesia dan telah
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undalgan di bidang Hak Atas
Kekayaan Intelektual (HAifi), bidang keamanan dan kesehatan produk,
da**^ ^-r^+rrr^- ---'-J--^ rr*l^-^^- l^i--',-rvr !d PulqLq.<lr Per q.rq4i r4.u]Ja.
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(1) Dalam rangka usaha kemitraan pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern wajib menyediakan ruang daiam areai Pusat Perbelanjaan atau
Toko Modern sebagai lokasi usa-ha untuk Koperasi dan UMKM.

(2) Koperasi dan UIT4KM ha:'rts memanfaatk-an lokasi usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati.

Pasal 26

(1) Ke{asama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Koperasi
dan UMKM kepada Toko Modern dilaksanakan dengan prinsip saling
menguntungkan, jeias, wajar, berkeariilan, dan disepakati kedua belah
-.:r^^l- +^-^^ +-l-^-^- ^r^" -^l/-^^-rJurqll L.-rrIPd. or4u l,.xrod(!r.

(2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi Koperasi dan
UMKM selama barang tersebut memenuhi persyar:atan atau standar yang
ciitetapkan oieh Toko Modern.

(3) Dalam hal pemasok barang termasuk kriteria Koperasi dan UMKM, maka
dibebaskan dari biaya administrasi pendaftaran barang fti.sting fee) berupa
biaya dengan besaran yang wajar unhrk biaya pencatatan barang pada
Toko Modern yang dibebarikan kepada Pemasok.

Pasal 27

(1i Pusat Perbelanjaan dan Toko lVlodern harus berlaku adil daiam pemberian
peleyanan kepaCa rnit'a usaha baik sebagai pemilik/penyelva :-uangan
usaha maupun sebagai pemasok.



(2) Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih
murah dibandingkan dengan harga di Pasar Ralqyat terdekat untuk
barang-barang kebutuhar pokok masyarakat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pasar Rakyat

D^^^l oa

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rak-vat.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan

manql'emen pengelolaan pasar, pelatihan terhaciap sumber <iaya
rnanusia,konsul+.asi, fasilitasi l<erja sarrra, pembangunan/Revitalisasi
sarana maupun prasarana Pasar Ralgrat.

(3) Pengawasan sebagaimar,a dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
pengeioiaan Pasar Ralyat.

Bagian Kedua
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 29

(1) Femerintah Daerah melakukal pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko
rr/r ^,.1-,.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. peiaksanaan kemitraan dengarr Koperasi dan UMKM;
b. peiaksanaan tanggung jawab sosiai perusahaan (CSR).

(3) Dalam rargka pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib
memberikan data dan/ atau informasi penjualan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Bupati ciapat melakukan koordinasi untuk:
^ ..^-^^-+;-i-^-; l--*,'-^1-i*-- ri-!."1 1^L6- l^l^* ---^-l^l-^*14. ar.vrrSilr lrorlJur! 1!!rr!sri6 rrJ4 Pel.rrq-a l/vu6vrvre4.

Pasar Ralgrat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
b. rnengarnbil langkah-langkah yang diperhrkan untuk menyelesaikan

permasalahan sebagai akibat ciari penciirian Pasar Ralryat, Pusat
Perbelanjaan dal Toko Modern.

BAB X
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 31

Setiap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko ivlodern
,,,-iih.



a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta pemangku
kepentingan lainnya sebelum pendirian pasar Ralyat, pusat Reibelanyian
dan Toko ivlodern;

b. mentaad k'etentr:an sebagairnala ditetapkan delarn izin cperasional dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. meningkatkan rnutr.r pelayanan dan rnenjarnin kenyarnanan pembeli;
d. menjaga keamanan rian ketertiban tempat usaha;
e. memelihara kebersihan, keindahan tokasi dan kelestarian lingkungan

tempat usatra;
f. menyediakan ruang terbuka hijau;
g. rnenyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang rnemadai bagi pengunjung

dan karyawan, kecua-li bagi minimarket;
h. menyediakan toilet yang memadai;
i. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;
j. memberikan kesernpatan kepada karl'arvan untuk melaksanakan ibadah,

istirahat, dan makan pada waktunya;
k. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan

kerja, serta kesejahteraan tenaga keq'a; dan
l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai untuk mencegah

kemungkinan timbuinya bahaya kebakaran di tempat usahanya.

Bagia:r I(edua
Larangan

Pasal 32

Setiap penyelenggaraan Pasar Ra-l$rat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
dilarang:
a. meiakukan penguasaan atas produksi barang dan/ atau melakukan

* ^- ^- ^'t.: ,,^^L^.rrr(,^r\,Pwir \.ioa.lr<,l,

b. menyimpan dan menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya
mem bahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban kecuali
dengan izin dan dengan penyediaan tempat khusus;

c. menjual barang yang tidak sesuai ketentuan dalam peraturan tentang
perlindungan konsumen antara lain:
1. barang-barang da-lam keadaan terbungkus; dan
2. ukuran takaran 'Jmbangan dan perlengkapannya.

d. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari
Bupati; dan

e. selain barang yang dilarang ciiperdagangkan menurut ketentuan peraturan
pe:-undang-und.engan, minirnarket berststus rvaralaba dan/ atau
minimarket berstatus cabang dilarang memperdagangkan barang-barang
kebutuhan sebagai berikut:
1. produk sandang kecuaii pakaian bayi cian pakaian <iaiam;
2. makanan olahan segar; dan
3. sayur-sayuran, buah, daging, dan produk laut segar.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan ijnciak pidana, sebagaimala dimaksud dalam
Undarg-Undeng Hukum Acara Pidana.



(2) Wewenang PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya

tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
b. melalc.rkan +inCakan pertarns dan pemeril:saan di tempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka;
ci. meiakukan penyitaan bencia atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggii orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan da-lam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari

penyiciik Poiisi Republik Indonesia (Po1ri) bahwa tiriak terbukti cukup
bukti atau peristilva tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui penyidik memberitahukal hal tersebut kepada
penrntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

i. mengadakan tinciakan iain menurut hukum yang dapat
dipertan ggun gi awabkan

(3) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui penyidik Polri,
sesuai dengan ketentua-n yang diatur dalam Undang-Unda:rg Hukum Acara
Pidana.

Pasal 34

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 33, dikenakan sanksi beruPa :

a. Pembekuan lzir, Usaha; dal
b. Pencsbutan Izin Usaha.

(2) Pembeku att lzin usaha dikenakan apabila telah dilakukan peringatan
secara tertulis berturut-turut 3 {tiga) kali dengan tenggang r.val<tu antara
peringatan sairr ciengan peringatan lajnnya paling singkat 1 (satu) buial1.

(3) irencitutan Izin Usaha dikenakan apabila pelaku usaha tidak mematuhi
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

rasal Jc

SemuapusatPerbelanjaandan/atauTokoModernyangberstatuswaralaba
y""g ia;n ada sebelum berlakunya peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu)

iahun hatus menyesuaikan dengan Feraturan Daerah ini'

Pasal 36

Pasar Rak-vat yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan
iatu, yang jarat<nya-kurang dari 1,5 (satu koma lima) km dariPembangunan

Daerah ini ber
Pasar Rakyat lainnya dapat tetap diianjutkar'



BAB XIII
KE*IENTUAN PENUTUP

Pasai 37

Pada saat Peraturan Daerah ini. mulai berlaku, semua peraturan yarrg
berkaitan denga:r Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Reliyat serta
Penataan dan Pengendalian Pasar Modern, dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
n^--^L i-; l-6^-- na-a.-h6+-nn-,^ A-1^^ T a6h4--6 T-raa-al-. IZal.rr-a+--

Morowali.
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PENJEI,ASAN
ATAS

PERATURAN DAER,AH IGBUPATEN MORO'WALI
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG
PERLII.'IDUNGAN DAN PEMtsERDAYAAN PASAR RAIryAT SERTA PENATAAN

DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN

UiviUivi
Perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat saat ini

merupakan konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan ekonomi
masyarakat. Hingga melahirkan persaingan ciagang di tengah masyarakat.
tihar4lio.a,; nc-Aaco-^a- a^-.'-*l.i-1.on +-;-.{i6t,^ 6a-6a;-^6- }--1^--

diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Jika tidak dicegah,
perkembangan dan fenomena Pasar Modern di Kabupaten Morowali baik
yang berskaia minimarket akan membawa dampak negatif cian
membahayakan bagi eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil seperti
usaha mikro, kecil menengah dan koperasi.

Melihat potensi dan pertumbuhan serta perkembangan Pasar Modern,
*^1.^ ^--1,, l;+^+^ l^- ,{;1^;-^ ^^^- --l^^^-- -il--^ 

l--^.:l *--^-^^L l^-rr r€{r\c{ P!1]q PvucrSa.rr6 larvrlvrrscur udr
koperasi serta pasar Rakyat dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama
dengan pedagang Pasar Modern secara serasi, seimbang darr berkeadilan
serta jauh dari praktek-praktek monopoii.

D^---^-^- E--^*,,-^- r_\^--^I' ;-: --L^^^; ,,-^,,^ D^--;-+^L rr^--^Lr L^rvac.\)<ur urr vvlJ.^6lJ qPqJ 4 ^

Kabupaten Morowali dalam melestarikan Pasar Ralgrat yakni dengan
melakukan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Ralryat serta
meiakukan penaraan cian pengencia-iian Pasar Mociern, yang ciiharapkan
dilaksanakan berdasarkan asas : Kemanusiaan; Keadilan; Kesamaan
kedudukan; Kemitraan; Ketertiban dan kepastian hukum; Kelestarian
iingkungal; Kejujuran usaha; dal Persaingan sehat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasai i
Cukup Jelas

Pasai 2
Cukup Jelas

Fasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasa-l 6
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas



Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jeias.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasa1 14
Cukup je1as.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup jeias.

Pasal 19
Ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jeias
Ayat (3)
- Dokumen Pengeioiaan Lingkungan Hidup aciaiah suanl dokumen yang

berisi informasi dan data mengenai suatu usaha dan/ atau kegiatan
serta kajian evaluasi tentang dampak lingkungan hidup serta memuat
langkah-langkah pengelolaan dan pemaJrtauan untuk mencegah
ilencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

- Aspek Sosial adalah pemunculan atau pengintemretasian gagasan,
masalah, situasi, yang timbul dalam berkehidupan berkeluarga,
bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.

Ar'.r l/-l
Cukup jelas

Ayat (s)
Cukup jeias

Ayat (6)
Cukup jelas

D^-^l orr

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasai 18
Cukup je1as.



Pasa-l 2 1

Cukup jelas.
PasaT 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jeias.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup je1as.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jeias.

Pasal 26
Cukup jeias.

Pasai 29
Cukup jelas.

Fasai 30
Cukup jelas.

Fasa,l 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jeias.

Pasai 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasai 36
Cukup jeias.

Pasal 37
Cukup je1as.

Pasal 38
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR: 0A{6
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